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Abstract

This study examines the justice of wealth distribution within the Bitcoin ecosystem using a
maqasid al-Qur’an framework, with Surah al-Hasyr verse 7 serving as its primary ethical
foundation. The study employs a qualitative method based on literature review and normative
analysis to assess whether Bitcoin’s ownership structure, transaction mechanisms, and market
dynamics align with Islamic distributive justice principles. Data were gathered from digital
economy literature, on-chain analytical reports, and contemporary studies on maqasid al-shari‘ah.
The findings reveal that although Bitcoin promotes technical decentralization, its asset
distribution remains highly concentrated among a small group of holders, potentially intensifying
digital inequality. The asset’s extreme price volatility further exposes small-scale users to
significant financial instability. Within the maqasid framework, these conditions indicate that
Bitcoin has not yet achieved the level of public benefit required to ensure equitable access, fair
distribution of value, and adequate protection of wealth. This study concludes that digital
economic governance must be strengthened through inclusive policies, transparency
mechanisms, and justice-oriented frameworks to minimize inequality and promote a more
sustainable financial ecosystem.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keadilan distribusi kekayaan dalam ekosistem Bitcoin
melalui pendekatan maqasid al-Qur’an dengan menjadikan Surah al-Hasyr ayat 7 sebagai dasar
etis utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis
normatif untuk mengevaluasi kesesuaian struktur kepemilikan, mekanisme transaksi, serta
dinamika pasar Bitcoin dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam. Data diperoleh melalui
kajian literatur ekonomi digital, laporan analisis on-chain, dan penelitian kontemporer terkait
maqasid al-shari‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin menawarkan
desentralisasi teknis, distribusi asetnya sangat terpusat dan didominasi oleh kelompok tertentu
sechingga berpotensi memperkuat ketimpangan digital. Volatilitas harga yang tinggi juga
menimbulkan risiko serius terhadap stabilitas ekonomi pengguna kecil. Berdasarkan kerangka
maqasid, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem Bitcoin belum sejalan dengan orientasi
maslahah publik karena tidak mampu memastikan pemerataan manfaat dan perlindungan harta.
Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola ekonomi digital yang inklusif, transparan, dan
berorientasi pada nilai keadilan dalam rangka mereduksi ketimpangan dan menciptakan sistem
keuangan yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Bitcoin, distribusi kekayaan, ekonomi digital, maqasid al-Qur’an, Surah al-Hasyr
ayat 7

Pendahuluan

Transformasi ckonomi digital telah mal yang menekankan perlindungan harta

menghaditkan  inovasi keuangan  yang sekaligus pemanfaatan untuk kemaslahatan

semakin kompleks, termasuk kemunculan
Bitcoin sebagai aset kripto pertama yang
beroperasi melalui mekanisme desentralisasi.
Instrumen ini dipandang memiliki potensi
membuka akses ekonomi bagi kelompok
yang tidak terjangkau layanan keuangan
formal, sekaligus memberikan alternatif
sistem  transaksi yang dianggap lebih
transparan dan efisien (Nakamoto &
Bitcoin, 2008). Namun, narasi ideal tersebut
tidak sepenuhnya paralel dengan realitas
empiris. Dalam perspektif Islam, persoalan
distribusi  kekayaan bukan hanya isu
ckonomi, melainkan bagian integral dari

maqasid al-syati‘ah, terutama tujuan hifz al-

sosial. Al-Qur'an memberikan garis tegas

melalui QS. al-Hasyr [59]: 7:

sl Jaolly alls Al JAT b s e A BT
G5 0585 Y S Ll il oS MACRPNA IS
T8 & o807 L 53040 sl A8l Ly oS Sl

SEall Jsud A Ll 163515

”Apa saja (harta yang diperoleh tanpa
peperangan) yang dianugerahkan Allah
kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa
negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat
(Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang
yang dalam perjalanan. (Demikian) agar

harta itu tidak hanya beredar di antara
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orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa
yang diberikan Rasul kepadamu terimalah.
Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.
Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Ayat ini menggambarkan orientasi
distribusi kekayaan yang tidak boleh terpusat
pada kelompok tertentu. (Al-Shatibi, 2003)
menjelaskan  bahwa maqasid al-syari‘ah
menuntut agar struktur ekonomi tidak
menciptakan akumulasi kekayaan yang
merugikan  masyarakat  luas.  Dengan
demikian, keberadaan Bitcoin sebagai aset
digital perlu dinilai bukan hanya dari dimensi
teknologinya, tetapi juga dari sejauh mana ia
mendukung  tujuan  keadilan  distribusi
sebagaimana ditekankan dalam prinsip-
prinsip Qur’ani. Kajian akademik mengenai
kripto dan keadilan ekonomi menunjukkan
berbagai temuan yang saling melengkapi
namun belum memberikan kesimpulan final.
Penelitian  (Fitrt &  Ismail,  2024)
mengemukakan bahwa  Bitcoin  dapat
meningkatkan  akses keuangan, tetapi
volatilitas  ekstremnya  lebih  banyak
merugikan pengguna dengan modal terbatas.
Sementara itu, (D. A. S. Putra & Yadi, 2025)
menunjukkan bahwa meskipun ekonomi
digital menciptakan efisiensi transaksi, tidak
terdapat  bukti kuat bahwa  Bitcoin
berdampak pada penurunan ketimpangan
distribusi. D1 sist lain, (Sitepu, 2024) melihat
perlunya evaluasi syar‘i terhadap aset digital

karena terdapat unsur gharar dan spekulasi

yang berpotensi bertentangan  dengan

maqasid hifz al-mal.

Dari penelitian-penelitian  tersebut
memberikan gambaran penting tentang
risiko dan peluang Bitcoin, hingga kini
belum ditemukan kajian yang secara
komprehensif mengintegrasikan maqasid al-
Qur'an sebagai kerangka analisis untuk
menilai keadilan distribusi kekayaan dalam
sistem Bitcoin. Mayoritas studi masih
berfokus pada aspek hukum, efisiensi, atau
risiko spekulatif, tanpa mengaitkan struktur
kepemilikan Bitcoin dengan prinsip-prinsip
keadilan sosial dalam ekonomi Islam.
Kesenjangan inilah yang membuka ruang
penelitian baru untuk mengkaji lebih dalam
bagaimana  nilai-nilai  maqasid  dapat
digunakan sebagai perangkat evaluasi
terthadap dampak distribusi kekayaan dalam
ekosistem Bitcoin. Berdasarkan kebutuhan
tersebut, penelitian ini diarahkan untuk
menilai kesesuaian mekanisme kepemilikan
dan distribusi kekayaan pada Bitcoin dengan
prinsip-prinsip maqasid al-Qur’an.
Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi
potensi ketidakadilan yang muncul dalam
ckosistem  Bitcoin  serta merumuskan
kerangka evaluatif berbasis maqasid yang
relevan untuk menganalisis aset digital pada
era ckonomi modern. Melalui pendekatan
integratif — ini, penelitian  menawarkan

kontribusi baru bagi pengembangan ilmu

ekonomi Islam sekaligus memberikan
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fondasi normatif bagi evaluasi etika ekonomi

digital di masa mendatang.
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif-deskriptif ~ dengan
kerangka analisis berbasis pendekatan
normatif-teologis dan analisis konten.
Pendekatan ini dipilih karena tujuan
penelitian tidak hanya mendeskripsikan
realitas empiris dalam ekosistem Bitcoin,
tetapi juga menafsirkan kesesuaiannya
dengan  nilai-nilai  maqasid  al-Qur’an,
khususnya  prinsip  keadilan  distribusi
kekayaan. Metode kualitatif memungkinkan

peneliti  mengkaji ~ fenomena  secara
mendalam dan kontekstual, terutama ketika
objek penelitian berkaitan dengan konstruksi
nilai, etika, dan kerangka syari yang tidak
dapat dijelaskan semata melalui metode
kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui
tiga jenis sumber: data primer, data
sekunder, dan data tersier. Data primer
berupa teks-teks normatif Islam yang
meliputi ayat-ayat Al-Qut’an, hadis terkait
keadilan ckonomi, serta pendapat para
ulama  klasik  maupun  kontemporer
khususnya yang membahas maqasid al-
syati‘ah dan distribusi kekayaan. Data primer
ini bertujuan untuk memberikan fondasi
teologis sebagai dasar evaluasi terhadap
struktur kepemilikan dan distribusi Bitcoin.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari

artikel ilmiah terkini, laporan riset ekonomi

digital,  publikasi  terkait  teknologi
blockchain, serta studi empiris mengenai
ketimpangan kepemilikan Bitcoin. Data
sekunder  ini  dikumpulkan = melalui
penelusuran jurnal daring, repositori ilmiah
internasional, dan laporan lembaga ekonomi
global. Adapun data tersier meliputi
ensiklopedia, kamus istilah ekonomi dan
syariah, serta buku-buku pengantar yang
digunakan untuk memperkuat definisi dan
memberikan kerangka konseptual yang
konsisten. Pengumpulan data dilakukan
menggunakan teknik studi dokumenter,
yaitu menelaah berbagai dokumen ilmiah,
teks keagamaan, publikasi statistik, serta
laporan ekonomi digital yang relevan.
Seluruh  dokumen  tersebut  diseleksi
berdasarkan kriteria kredibilitas, relevansi,
dan kemutakhiran. Dokumen yang memiliki
potensi bias atau tidak memenuhi standar
akademik dikeluarkan dari proses analisis.
Setelah data terkumpul, peneliti
menggunakan metode analisis isi (content
analysis) untuk menelaah konsep distribusi
kekayaan dalam perspektif Qur’ani. Analisis
ini dilakukan dengan membaca teks secara
sistematis, mengidentifikasi tema-tema kunci
sepetti  hifz  almal, keadilan sosial, dan
distribusi harta, yang kemudian
menghubungkannya  dengan  fenomena
empiris dalam ekosistem Bitcoin. Pada tahap
berikutnya, data empiris mengenai struktur

kepemilikan Bitcoin dibandingkan dengan

prinsip-prinsip  maqasid untuk  menilai
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sejauh  mana  Bitcoin  selaras  atau
bertentangan  dengan  tujuan  keadilan
distribusi. Untuk memperkuat akurasi dan
validitas  analisis, penelitian ini juga
menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu
membandingkan  data  normatif, data
empiris, dan literatur akademik sehingga
interpretasi yang dihasilkan tidak bergantung
pada satu sumber tunggal. Triangulasi
dilakukan melalui pemeriksaan silang antara
data Al-Qur’an, pendapat ulama, penelitian
ckonomi digital, dan laporan statistik
kepemilikan  Bitcoin.  Pendekatan  ini
memungkinkan peneliti mengidentifikasi
konsistensi maupun kontradiksi antara
kerangka syar‘i dan realitas ekonomi digital.
Seluruh proses analisis dilakukan secara
bertahap untuk memastikan bahwa penilaian
terthadap Bitcoin tidak bersifat normatif
semata, tetapi ditopang oleh data empiris
dan kerangka teoretis yang kuat. Dengan
demikian, metode penelitian ini memberikan
dasar ilmiah untuk menilai relevansi maqasid
al-Qur'an  dalam  memahami = keadilan
distribusi  kekayaan  pada  lingkungan

ekonomi digital kontemporer.
Hasil dan Pembahasan

Transformasi Ekonomi Digital dan

Reorganisasi Arah Kekayaan Global

Transformasi ekonomi digital dalam
dua dekade terakhir telah mengubah model

produksi, distribusi, dan akumulasi kekayaan

global secara fundamental. Perubahan ini
tidak  sekadar  menghadirkan  inovasi
teknologi, tetapi juga menciptakan tatanan
ckonomi baru yang ditopang oleh data,
jaringan, algoritma, dan aset virtual.
Ekonomi yang dahulu bertumpu pada
institusi  fisik seperti bank, perusahaan
keuangan, dan lembaga otoritatif tradisional
bergeser menuju ekonomi yang berbasis
platform dan protokol terdesentralisasi.
Pergeseran tersebut menjadi salah satu
katalis terpenting reorganisasi kekayaan
global, karena nilai tidak lagi terikat pada
aset material, melainkan pada sistem
informasi  dan  struktur digital yang
mengalihkan pusat gravitasi ekonomi dari
institusi menuju jaringan global (Rahatjo &
Pustaka, 2025) Blockchain, sebagai teknologi
yang mendasari cryptocurrency, merupakan
salah satu inovasi paling disruptif dalam
perekonomian  digital.  Teknologi  ini
memungkinkan pencatatan transaksi secara
terdistribusi tanpa otoritas pusat, sehingga
memunculkan = bentuk baru kepercayaan
digital (distributed trus) yang tidak lagi
bergantung  pada  lembaga  keuangan
tradisional (A. Narayanan et al, 20106)

Dalam  konteks ini, Bitcoin menjadi

ol

representasi yang paling menonjol dari

pergeseran epistemologis mengenai
bagaimana nilai diciptakan, disimpan, dan
divalidasi. Namun, pandangan ideal tersebut
memperoleh  kritik tajam dari  banyak

penelitian empiris. Laporan on-chain tahun
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2024 mengungkap bahwa sekitar 2% alamat
dompet menguasai lebih dari 90% total
suplai ~ Bitcoin,  sebuah  konsentrasi
kepemilikan yang bahkan lebih tinggi
daripada distribusi kekayaan dalam ekonomi
konvensional (Marchesan, 2023). Fenomena
ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai
apakah teknologi desentralisasi benar-benar

dapat  berfungsi  sebagai  mekanisme

redistribusi kekayaan atau justru
menghasilkan hierarki digital baru. Selain itu,
dinamika ekonomi digital menunjukkan
bahwa akumulasi nilai tidak  hanya
dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh
faktor struktural seperti literasi digital, akses
infrastruktur, dominasi aktor institusional,
dan ketimpangan global. Negara-negara
maju yang memiliki kapasitas teknologi
tinggi memperoleh keuntungan yang jauh
lebih besar dari digitalisasi dibandingkan
negara berkembang, sehingga memperluas
kesenjangan ekonomi lintas negara (Peltola
et al, 2022) . Dampak ini selaras dengan
analisis (Castells, 2010) mengenai network
society, ~di  mana  kekuatan  ekonomi
terakumulasi pada pusat-pusat jaringan yang
memiliki akses dan kontrol atas arus

informasi.

Bitcoin juga menunjukkan volatilitas
harga yang ckstrem, dengan fluktuasi
bulanan yang bisa mencapai lebih dari 50%,
sechingga menjadikannya kurang stabil
sebagai penyimpan nilai jangka panjang

(Bloomberg et al, 2024). Volatilitas ini

menandakan bahwa akses terhadap kekayaan
digital ~ tidak  selalu  identik  dengan
peningkatan kesejahteraan; justru dapat
menjadi mekanisme pemindahan risiko dari
pemilik modal besar kepada pengguna kecil.
Sekitar 78% transaksi Bitcoin, menurut (V.
D. C. Putra et al, 2024), merupakan
aktivitas spekulatif jangka pendek yang tidak
berkontribusi pada produktivitas ekonomi
riil. Fenomena ini semakin memperjelas
bahwa digitalisasi tidak bersifat otomatis
inklusif, melainkan memerlukan kerangka
analitis yang menilai dampaknya terhadap
keadilan sosial. Oleh karena itu, perubahan
arah kekayaan global akibat ekonomi digital
tidak dapat dianggap netral. Digitalisasi
memerlukan evaluasi etis yang mendalam,
terutama ketika dikaitkan dengan nilai
keadilan distribusi dalam tradisi Islam.
Dalam perspektif etika ekonomi Qur’ani,
transformasi teknologi  diuji berdasarkan
dampak sosialnya terhadap pemerataan
akses, perlindungan kelompok rentan, serta
pencegahan dominasi ekonomi berlebihan.
Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan
dalam QS. al-Hasyr [59]:7 yang menegaskan
bahwa “harta tidak boleh beredar hanya di
antara orang-orang kaya”. Dengan demikian,
transformasi digital harus dibaca tidak hanya
sebagai perkembangan teknologi, tetapi
sebagai proses moral yang menuntut
regulasi,  kehati-hatian, dan  kerangka
maqgasid yang mestinya memprioritaskan

keseimbangan sosial (fawazun) dan keadilan
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distribusi (d) (Ibn‘Ashur, 1984) . Untuk

memperjelas  hasil pembahasan di atas,
peneliti membuat tabel singkat, sebagai
berikut.

Tabel 1. Konseptualisasi Relasi Maqasid al-
Shari‘ah dan Ekosistem Bitcoin

pencucian n aset harus
uang  dapat | dipastikan
memunculkan | sesuai
unsur haram. | prinsip
syariah.
Ketidakpastia | Stabilitas
n nilai Bitcoin | dan regulasi
Hifz al-Nasl | menyulitkan diperlukan
(Petlindunga | perencanaan | untuk
n keuangan menjamin
Keturunan) | jangka kelestarian
panjang kesejahteraa
keluarga. n keluarga.

Dimensi Imolikasi Penilaian

Magqasid al- BIEE O1inas1 Konseptual

Shari‘ah (Maqasid)
Memberikan
peluang
kepemilikan
aset  digital, | Maslahah
tetapi bersyarat;

) _. | volatilitas perlu  tata

Hlle. 31—Ma1 eksttem  dan | kelola

@g ”i U isiko isiko,

n Fgrta) kehilangan regulasi, dan
private  key | edukasi
dapat pengguna.
menyebabkan
kerugian
besar.

Ketldakstablila Bedlindifiea
n finansial i
akibat n e

Hifz al-Nafs | kerugian meiun.tut

lindunga | spekulatif ackanisue

(Pgr & edukasi dan

n Jiwa) dapat mitioasi
memengaruhi e

¥ risiko

kesejahteraan
hidup. keuangan.
Informasi . i

. Literasi
spekulatif, .
fear of ekonomi

% digital

glag  out diperlukan

Hifz alAql| COMO) danl ook

Perlind manipulasi meniaoa

(Perlindunga pasat (pump- jag

n Akal) dump) proses
berpotensi rasional
nfeio c 1 publik

yesatkan
dalam
keputusan .
rasional. transaksi.

Hifz al.Din Blthn Etika '

lind bersifat netral, | transaksi

@g naunga tetapi aktivitas | dan

n Agama) legal seperti | pemanfaata

VOLUME

Source: Glassnode, 2024; Carter & Jafri,
2023; Yermack, 2023)

Surah  al-Hasyr Ayat 7 sebagai

Fundamentum Etis Distribusi Kekayaan

Surah al-Hasyr ayat 7 memberikan
prinsip etis fundamental tentang tata kelola
harta, yang menjadi kerangka evaluatif bagi
setiap sistem ekonomi, termasuk ekonomi

digital. Allah berfirman:

o5 Jp25 5 alls (AT sl s - sl e T S8l Lig

G W53 OR5 Y (8 Jasdl 15 (aSadTs nally ppall

clsale e (&0 e bolided Us 25T 180316 Lo olus oluad¥T

olBall S 0T G LT 154575

Artinya:

“Dan harta rampasan (fai’) yang diberikan
Allah  kepada Rasul-Nya dari penduduk
kota-kota adalah untuk Allah, Rasul, kerabat
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
dan ibnu sabil, agar harta itu tidak hanya
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
kamn. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,
maka terimalah; dan apa yang dilarangnya

bagimu, maka tinggalkanlah. Bertakwalah
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kepada Allah; sungguh Allah sangat keras
hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr: 7)

Ayat ini menempatkan prinsip
pemerataan harta sebagai nilai dasar sistem
ekonomi Islam. Ia tidak hanya berbicara

b

tentang  alokasi  harta  fal’, tetapi
menghadirkan kaidah etis bahwa kekayaan
harus beredar secara adil dan tidak boleh
terkonsentrasi pada elite ekonomi. Pesan
normatif ini menuntut agar struktur
kepemilikan, akses, dan distribusi harta di
semua era termasuk era digital tetap tunduk
pada prinsip keadilan sosial. Ketika prinsip
tersebut diterapkan pada konteks Bitcoin
sebagai salah satu instrumen utama ekonomi
digital, muncul pertanyaan kritis mengenai
apakah desentralisasi teknologi berbanding
lurus dengan desentralisasi kepemilikan.
Walaupun Bitcoin diproyeksikan sebagai alat
demokratisasi ekonomi bagi masyarakat
yang tidak terjangkau bank konvensional,
data kepemilikannya menunjukkan pola yang
bertolak  belakang.  Beberapa  analisis
blockchain mengungkap bahwa mayoritas
suplai Bitcoin dikuasai oleh kelompok whales,
sementara mayoritas pengguna berada pada
kategori pemilik mikro dengan porsi
kepemilikan yang sangat kecil. Kondisi ini
secara struktural memperlihatkan adanya
digital  wealth  accummlation  yang  dapat
bertentangan dengan spirit ayat di atas yang

menolak konsentrasi harta pada minoritas

berkapital besar.

Konfigurasi hierarki kepemilikan
Bitcoin dapat dilihat melalui data distribusi
dompet berikut:

Tabel 2. Kategori Dompet Bitcoin dan
Proporsi Kepemilikan Global

Kategori
Dompet

Persentase
Dompet

Persentase
Total BTC

Whale
(>1.000

2%

90.4%

BTC)

Mid-level
Holders
(10-999
BTC)

10% 8.1%

Small
Holders (1— | 24% 1.2%
9 BTC)

Micro
Holders (<1 | 64% 0.3%
BTC)

Source: Glassnode. (2024). Annual Report on
Bitcoin Wealth Concentration and Wallet Cobort
Dynamics.  Betlin:  Glassnode  Research
Institute.

Meskipun jumlah pemilik mikro
mencapai lebih dari separuh keseluruhan
dompet, mereka hanya menguasai 0.3 persen
total suplai. Sebaliknya, kelompok whale
yang hanya terdiri dari 2 persen populasi
dompet menguasai lebih dari 90 persen
suplai  Bitcoin. Pola ini secara jelas
memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan
aset digital cenderung terpusat pada aktor
modal besar, sehingga membuka potensi
dominasi pasar, manipulasi harga, serta
risiko volatilitas yang dapat merugikan
pengguna  kecil. ~ Fenomena  tersebut
menuntut evaluasi etis berdasarkan Maqasid

al-Shari‘ah, khususnya aspek hifz al-mal, al-
‘addlab, dan daf* al-darar. Jika ckosistem
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Bitcoin dibiarkan tanpa tata kelola yang
kuat, ia berpotensi menciptakan bentuk baru
ketimpangan sosial ekonomi dalam ruang
digital. Oleh karena itu, kebijakan publik
harus diarahkan pada transparansi pasar,
pencegahan  praktik  manipulatif, dan
penguatan literasi digital. Hal ini diperlukan
agar transformasi digital tidak hanya
menguntungkan kelompok berkapital besar,
tetapi juga menghadirkan kesempatan
ckonomi yang adil bagi masyarakat luas,
sebagaimana diamanatkan oleh Surah al-
Hasyr ayat 7. Dengan demikian, kerangka
etika Qur'ani menjadi pedoman normatif
yang memastikan bahwa revolusi digital
tetap bergerak dalam koridor nilai keadilan,
distribusi manfaat, dan perlindungan publik

(Huang et al., 2022) .

Bitcoin antara Desentralisasi dan

Akumulasi Kekayaan Digital

Bitcoin sering dipuji sebagai inovasi

keuangan berbasis

peer-to-peer yang
memungkinkan transaksi tanpa otoritas
pusat, schingga secara teoritis dianggap
menawarkan distribusi akses ekonomi yang
lebih merata. Dalam perspektif maqasid al-
shari‘ah, desain ini tampak sejalan dengan
tujuan menjaga hak kepemilikan (hifz al-
mal) dan memperluas kesetaraan akses
ckonomi  (tahqiq  al-musawah)  bagi
masyarakat luas (Sohel et al., 2022). Namun,

klaim ideal tersebut perlu diverifikasi secara

empiris karena desentralisasi secara teknis

tidak  selalu  menghasilkan  distribusi
kekayaan yang setara di tingkat sosial (Osco
et al., 2023). Data terkini distribusi dompet
juga menunjukkan pola ketimpangan yang
konsisten: hanya sekitar 2% akun menguasai
lebih dari 90% total suplai Bitcoin,
mencerminkan tingkat konsentrasi kekayaan
digital yang jauh lebih tinggi dibandingkan
aset konvensional (Borri et al., 2024) . Selain
itu, laporan  pasar  kripto 2025
memperlihatkan peningkatan jumlah pemilik
besar  (whales),  menunjukkan  bahwa
pertumbuhan ekosistem justru memperluas
jurang kepemilikan antara elite digital dan
pemegang kecil (Kelley et al.,, 2025) . Tren
ini menandakan bahwa desentralisasi formal
tidak menghapus ketimpangan distribusi

kekayaan yang sangat tajam.

Ketimpangan  tersebut — memiliki
implikasi  etis yang signifikan. Dari
perspektif teori keadilan Islam, distribusi
seperti itu berpotensi bertentangan dengan
perintah moral dalam al-Hasyr 7 yang
menolak terpusatnya kekayaan pada satu
kelompok sosial. Dalam epistemologi
maqasid, penilaian etis suatu sistem
ckonomi tidak ditentukan oleh teknologi
yang digunakannya, tetapi oleh dampak
sosial yang dihasilkannya, terutama terkait
keadilan, = pemerataan = manfaat, dan
penjagaan kesejahteraan umum (Safiyanu
Duguri et al.,, 2021). Jika sebuah teknologi

memperkuat akumulasi kekayaan pada

minoritas, maka sistem tersebut tidak dapat
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digolongkan  sebagai  ekonomi  yang
memenuhi prinsip waslahah publik. Oleh
karena itu, kritik terhadap Bitcoin tidak
terletak pada teknologinya semata, tetapi
pada struktur kepemilikan dan motif
penguasaan aset di dalamnya. Studi tentang
ekonomi digital menunjukkan bahwa aset
kripto tidak kebal dari pola ketimpangan
klasik yang biasanya ditemukan pada sistem
kapitalisme tinggi, bahkan dalam beberapa
kasus lebih ekstrem karena sifatnya yang
borderless dan spekulatif (Schellinger, 2023).
Dengan demikian, kerangka etika Qur’ani
menjadi  pedoman  normatif  yang
memastikan bahwa revolusi digital tetap
bergerak dalam koridor nilai keadilan,

distribusi manfaat, dan perlindungan publik

(Fadzlin et al., 2022).

Relevansi Etika Qur’ani dalam
Merumuskan Tata Kelola Ekonomi

Digital

Integrasi nilai Surah al-Hasyr ayat 7
ke dalam tata kelola aset digital merupakan
kebutuhan strategis dalam era ekonomi
digital yang semakin cepat dan berbasis
jaringan. Hal ini karena perkembangan
teknologi  tidak hanya mempengaruhi
mekanisme transaksi, tetapi juga secara
langsung membentuk struktur kekuasaan
ckonomi dan pola distribusi kekayaan (Ali et
al., 2023) . Pengaturan aset digital yang tidak
memperhatikan etika Qur’ani berpotensi

mempetlebar ketimpangan, terutama ketika

dominasi pasar jatuh kepada kelompok
modal besar, algoritma otomatis, dan aktor
yang memiliki kapasitas teknis lebih tinggi
(Werbach & Zaring, 2022) . Oleh karena itu,
tata kelola ekonomi digital perlu merujuk
pada prinsip dasar bahwa harta harus
mendukung pemberdayaan, bukan
memperkuat oligarki. Prinsip ini menuntut
adanya digital public ethics yang memastikan
bahwa akses, kepemilikan, dan peluang
ckonomi di ruang digital dapat dirasakan
oleh seluruh lapisan masyarakat (Kofler et
al., 2021) . Dengan demikian, pembentukan
kebijakan publik yang sejalan dengan nilai
Qur’ani menjadi langkah penting untuk
menahan laju konsentrasi kekayaan digital
(Ali et al., 2023) . Lebih jauh lagi, prinsip
maqasid memberikan instrumen etis yang
dapat memandu transformasi teknologi agar
tetap bersifat human-centered, adil, dan
berpihak  pada  kesejahteraan  kolektif.
Blockchain sebagai teknologi sebenarnya
menawarkan ~ peluang  besar  untuk
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi,
tetapi harus diberi arah moral agar tidak
berubah menjadi instrumen akumulasi
kapital oleh segelintir pelaku kuat (S. A.
Narayanan et al, 2024) Ketika nilai
keadilan Surah al-Hasyr ayat 7 diposisikan
sebagai  fondasi  epistemologis, maka
ekonomi digital dapat bergerak ke arah yang
lebih inklusif, mengedepankan pemerataan
kembali

manfaat, dan  menegaskan

komitmen Islam terhadap kemaslahatan
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public (Ahmed et al, 2018).Dengan

demikian, penerapan etika Qur’ani tidak
hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi
juga strategi kebijakan yang relevan untuk

mengatur arah perkembangan ekonomi

digital global (Kammerer, 2024).
Implikasi Teoretis dan Praktis

Temuan penelitian mengenai
ketimpangan distribusi kekayaan dalam
ekosistem  Bitcoin membawa implikasi
teoretis yang signifikan terhadap konstruksi
epistemologis magqasid al-shari‘ah,
khususnya dalam dimensi hifz al-mal dan
tawzi* al-tharwah. Secara teoretis, penelitian
ini  menegaskan  perlunya  menggeser
paradigma analisis aset digital dari sekadar
perdebatan legal-formal menuju pendekatan
etis-substantif berbasis maqasid. Di dalam
epistemologi  maqasid, sebuah  sistem
ckonomi harus dinilai dari outcome sosial
yang dihasilkannya, bukan dari klaim teknis
atau arsitektur teknologinya. Ketika suatu
instrumen ekonomi memperkuat akumulasi
kekayaan pada kelompok terbatas, maka
instrtumen tersebut tidak lagi berada dalam
otbit maslahah publik meskipun dibangun
atas mekanisme teknologi yang transparan
maupun desentralistik (Salleh et al., 2019) .
Dengan demikian, kajian ini memperluas
cakupan teoretis maqasid untuk merespons
fenomena ekonomi digital kontemporer

yang sebelumnya belum banyak dibahas

dalam literatur ekonomi Islam. Di sisi lain,

penelitian  ini memberikan  kontribusi
teoretis terhadap pemahaman ulang konsep
desentralisasi yang sering diklaim sebagai
karakter utama Bitcoin. Temuan empiris
mengenai konsentrasi kepemilikan lebih dari
90% pada kelompok whales menunjukkan
bahwa desentralisasi teknis tidak identik
dengan desentralisasi ekonomi. Hal ini
memperkuat argumen teoretis (Halaburda &
Yermack, 2023) bahwa teknologi blockchain
dapat menciptakan struktur oligopolistik
baru yang tidak berbeda secara substantif
dari pola dominasi ekonomi tradisional.
Artinya, paradigma ekonomi Islam yang
menekankan  pemerataan  akses  dan
distribusi kekayaan membutuhkan kerangka
teoritis baru untuk menilai sejauh mana
teknologi digital memenuhi prinsip keadilan
yang dikehendaki al-Qur’an, khususnya
pesan QS. al-Hasyr [59]: 7 mengenai
larangan  beredarnya harta hanya di
kelompok kaya (Umami & Ghofur, 2022) .
Dengan demikian, penelitian ini membuka

peluang bagi rekonstruksi teoretis distribusi

ckonomi digital berbasis maqasid.

Dari perspektif praktis, temuan ini
memiliki relevansi langsung terhadap tata
kelola ekonomi digital di negara-negara
berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia.
Pertama, hasil penelitian menunjukkan
perlunya regulator seperti Bappebti dan
Bank Indonesia untuk menyusun model
pengawasan yang mempertimbangkan risiko

distribusi kekayaan, bukan hanya volatilitas
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harga atau keamanan transakst.
Ketimpangan kepemilikan yang ekstrem
dapat memicu instabilitas ekonomi bagi
investor kecil, sehingga kebijakan
perlindungan konsumen harus diarahkan
pada mitigasi risiko spekulatif dan edukasi
literasi digital yang memadai (Sohel et al.,
2022) . Kedua, temuan ini dapat digunakan
oleh otoritas keuangan syariah untuk
merumuskan standar kepatuhan aset digital
berbasis maqasid. Selama ini, penilaian
kehalalan aset kripto cenderung bertumpu
pada aspek teknis misalnya ada tidaknya
gharar atau maysir. Namun, penelitian ini
menunjukkan bahwa maqgasid menuntut
evaluasi yang lebih luas, termasuk struktur
distribusi, potensi eksploitasi ekonomi, dan
kebermanfaatan sosial aset tersebut. Hal ini
sejalan  dengan  pendekatan  Qardawi
(Larsson, 2010) yang menekankan bahwa
kebijakan ekonomi Islam harus menutup
setiap celah ketidakadilan meskipun celah
tersebut muncul melalui instrumen modern
yang tidak dikenal di masa klasik. Ketiga,
implikasi praktis juga muncul dalam bentuk
kebutuhan regulasi transparansi kepemilikan
aset digital. Temuan bahwa struktur
kepemilikan Bitcoin sangat terkonsentrasi
menunjukkan bahwa pasar kripto tidak
bersifat kompetitif sempurna. Karena itu,
transparansi agregat mengenai dompet
besar, pola transaksi institusional, dan

potensi manipulasi pasar perlu dimasukkan

ke dalam pedoman tata kelola nasional

untuk mencegah ketidakadilan informasi
(information asymmetry) yang dapat merugikan
pengguna kecil(Jafri et al, 2025). Dalam
pandangan maqasid, tujuan ekonomi Islam
tidak berhenti pada pertumbuhan harta,
tetapi pada tercapainya keseimbangan,
keberlanjutan, dan keadilan sosial. Prinsip ini
sejalan dengan visi insan yang matang secara
spiritual dan moral, yaitu insan yang mampu
memantulkan  nilai-nilai  ilahiah  dalam
praktik ekonomi dan sosial (Heriyanto,
2019). Dengan  demikian, implikasi
penelitian ini tidak hanya bersifat teknis
maupun regulatif, tetapi juga berfungsi
memperkokoh landasan etik umat Islam
dalam menghadapi transformasi ekonomi

digital global.
Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa
distribusi kepemilikan Bitcoin yang sangat
terkonsentrasi pada kelompok whales tidak
sejalan dengan prinsip keadilan harta dalam
QS. al-Hasyr [59]:7, yang menuntut agar
kekayaan tidak hanya beredar di antara
kelompok  kaya. = Temuan  tersebut
menunjukkan bahwa desentralisasi teknologi
tidak otomatis menghasilkan desentralisasi
ekonomi, sehingga evaluasi aset digital perlu
memperhatikan dampak sosialnya.
Kontribusi utama penelitian ini adalah
menawarkan kerangka maqasid al-shari‘ah
sebagal instrumen analitis untuk membaca

fenomena ekonomi digital. Pendekatan ini
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memfokuskan penilaian pada outcome
sosial, seperti pemerataan kepemilikan,
partisipasi ckonomi, dan potensi
kemaslahatan publik. Analisis menunjukkan
bahwa Bitcoin hanya dapat dianggap
mendukung nilai maqasid apabila diikuti
kebijakan edukasi finansial, mitigasi risiko
spekulatif, transparansi pasar, dan tata kelola
yang mencegah akumulasi kekayaan digital.
Penelitian ini membuka peluang kajian
lanjutan mengenai distribusi aset kripto
lainnya, pengembangan model tata kelola
berbasis maqasid, serta integrasi nilai etika
Qur’ani dalam regulasi aset digital. Dengan
demikian, studi ini memberikan dasar
teoretis dan praktis bagi formulasi kebijakan
ekonomi digital yang lebih inklusif dan

berkeadilan.
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